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ABSTRAK

SITTI ROSMIWATI (2018111005), PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR
DALAM PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 39 PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No0.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah dengan tegas menjamin perlindungan
bagi debitur sebagai penerima pinjaman dalam hal terkait tentang data pribadi debitur. Dalam
hal ini kenyataaannya masih banyak di temukan pelanggaran terkait penyebaran data pribadi
debitur yang di lakukan para penyelenggara.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan Hukum
Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No0.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi dan Bagaimana proses penyelesaian hukum yang ditempuh oleh debitur
terkait permasalahan hukum dalam pinjaman online.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Pendekatan
Perundang undangan (statueapproach) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan
regulasi, dan Pendekatan Konsep (conceptualapproach) yang merujuk pada doktrin-doktrin
hukum yang ada. Dalam hal ini objek normatif yuridis terletak dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No0.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Hasil penelitian ini ialah perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online
ditinjau dari Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016, pada ayat (1)
Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai
Pengguna kepada pihak ketiga. Pada ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan dalam hal:a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau b.
diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (3) Pembatalan atau
perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk
Dokumen Elektronik. Negara memberikan rambu-rambu hukum sebagaimana yang termuat
dalam Pasal 39 tersebut agar segala bentuk pemberian data serta informasi nasabahnya kepada
pihak lain adalah perbuatan yang dilarang dan menimbulkan sanksi bagi yang melanggar,
Pasal 39 tersebut juga menjadi bentuk perlindungan hukum preventif negara terhadap para
nasabah yang dirugikan. Proses penyelesaian hukum yang ditempuh oleh debitur terkait
permasalahan hukum dalam pinjaman online ialah membuat pelaporan pada OJK, kepolisian
maupun LBH baik pinjaman online yang berizin OJK maupun yang tidak berzin OJK. Di
dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 juga termuat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa
atas beberapa bentuk risiko kredit, seperti kreditur menyimpangi Pasal 39 ayat (1) POJK No.
77/POJK.01/2016 yakni dengan memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna
kepada pihak ketiga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur, Pinjamam Online.
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ABSTRACT

SITTI ROSMIWATI (2018111005), LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS
IN ONLINE LOANS REVIEWED FROM ARTICLE 39 OF THE FINANCIAL
SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 77/POJK.01/2016
CONCERNING INFORMATION TECHNOLOGY BASED LENDING
SERVICES.

In an effort to provide legal protection for debtors in online loans, Financial
Services Authority Regulation No.77/POJK.01/2016 concerning Information
Technology-Based Money-Bending Services has firmly guaranteed protection for
debtors as loan recipients in matters relating to the debtor's personal data. In this
case, in fact there are still many violations related to the dissemination of debtor
personal data by the organizers.

The formulation of the problem in this study is how is legal protection for
debtors in online loans in terms of Article 39 of the Financial Services Authority
Regulation No.77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-based money-
lending services and what is the legal settlement process taken by debtors regarding
problems law in online loans.

The approach used in this study is the Statute Approach, namely the
approach using legislation and regulations, and the Conceptual Approach, which
refers to existing legal doctrines. In this case the normative juridical object lies in
the Civil Code, Law Number 11 of 2018 concerning Information and Electronic
Transactions; Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority
and Financial Services Authority Regulation No.77/POJK.01/2016 concerning
Information Technology-Based Money Lending Services.

The results of this study are legal protection for debtors in online loans in
terms of Article 39 of the Financial Services Authority Regulation
No0.77/POJK.01/2016, in paragraph (1) The Operator is prohibited in any way,
providing data and/or information regarding Users to third parties. In paragraph (2)
the Prohibition as referred to in paragraph (1) is excluded in terms of: a. Users give
consent electronically; and/or b. required by the provisions of the legislation. In
paragraph (3) Cancellation or partial change of approval for the disclosure of data
and/or information as referred to in paragraph (2) letter a is carried out electronically
by the User in the form of an Electronic Document. the state provides legal signs as
contained in Article 39 so that all forms of providing data and customer information
to other parties is an act that is prohibited and creates sanctions for those who violate
it, Article 39 is also a form of state preventive legal protection for customers who
are harmed. The legal settlement process taken by the debtor regarding legal issues
in online loans is to make reports to the OJK, the police and LBH both online loans
that are licensed by OJK and those that are not licensed by OJK. In POJK No.
77/POJK.01/2016 also contains several dispute settlement mechanisms for various
forms of credit risk, such as creditors violating Article 39 paragraph (1) POJK No.
77/POJK.01/2016 namely by providing data and/or information about Users to third
parties.

Keywords: Legal Protection, Debtors, Online Loans.
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